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Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 

Nomor Urut 2 (dua), yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa 

hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 

32/ZP /XII/2024, tanggal 7 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi 

kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini: 

1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. NIA. 95.10666 

2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. NIA. 90.20281 

3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H NIA. 00.11494 

4. Titin Fatimah, S.H.,M.H. NIA. 10.01437 

5. M. Imam Nasef, S.H., M.H. NIA. 16.05003 

6. Isnaldi, S.H., M.H. NIA.012-04480/ ADV-KAI/2014 

7. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., NIA. 23.10844 

M.H.

8. Sahlan Adi Futra Alboneh, S.H., NIA: 14.02111 

M.H.

9. Zul Fahrni, S.H. NIA. 16.04406 

10. Abdul Hafid, S.H. NIA. 18.024 76 

11. Khalil Muslim, S.H.,M.H. NIA. 17.10416 

12. Rizky Anugrah Putra, S.H. NIA. 21.04333 

13. Radhitia Tri Putro S.H. NIA. 23.10475 

14. Jordan Jonarto, S.H. NIA. 23.10839 

15. Ahmad Matdoan, S.H. NIA. 030-00023/ ADV-KAI/2010 

16. Akbar Budi Setiawan, S.H. NIA. 012-07263/ ADV-KAI/2017 

17. Deni Syahrial Simorangkir, S.H., 012-00372/ KAI-WT /I/2009

M.H

18. Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., 24.10.12.404 7 

M.H

19. Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H NIK.3402131603890001 

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor ZOELVA & PARTNERS Law Firm 

yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar 

Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. 021-29303595, Faks, 
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mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar 
berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak 
memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya 

terdapat 1 (satu) pasangan calon; 

1. 1 7. Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran Hasan Achmad

dan Isak Waryedani tanpa melakukan penelitian administrasi 

secara mendalam terhadap dokumen persyaratan yang diajukan 

dikarenakan dikarenakan Partai PAN sebelumnya terdaftar 

sebagai salah satu partai Pendukung terhadap Pemohon 

1.18. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 

tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan 

Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, halaman 112-123, 

yang ada pokoknya menerangkan: 

"KPU Provinsi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 
atau Gabungan Partai Politik Perserta Pemilu pada masa 
perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk 
mengubah komposisi dengan ketentuan adanya kesepakatan." 

Berdasarkan uraian diatas, Penetapan Pasangan Calon Hasan 

Achmad dan Isak Waryensi sebagai Calon Bupati Dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kaimana haruslah dibatalkan karena 

mengandung cacat yuridis. 

1.19. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohori pada tanggal 23 

September 2024 mengajukan Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor 

005/B/Berkat/IX/2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Surat 

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 

Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 

2024 (Bukti P-15) dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten 
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4. Ketidaknetralan dan Ketidakprofesionalan anggota KPPS;

4.1 Bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul: 08.00 WIT, 

bertempat di TPS 01 Kampung Oray, Distrik Kaimana Kota, 

terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota 

KPPS atas nama Tonce Oruw dan Rodek Oruw; 

4.2 Bahwa sebelum tahapan pemungutan suara dimulai, Ketua 

KPPS tidak memberikan penjelasan kepada pemilih tentang 

tahapan dan tata cara pemungutan suara dilaksanakan, tidak 

menghitung jumlah surat suara berdasarkan DPT ditambah 

surat suara cadangan, tidak menghitung jumlah pemilih yang 

terdaftar dalam DPT, akan tetapi langsung dilakukan pemberian 

suara; 

4.3 Bahwa pemungutan suara dilakukan dengan cara para pemilih 

dipanggil satu per satu mengambil surat suara dari anggota 

KPPS, setelah itu para pemilih berjalan menuju ke bilik suara, 

sesampainya di bilik suara ada anggota KPPS yang bernama 

Tonce Oruw dan Rodek Oruw, yang mengambil surat suara dari 

pemilih dan kemudian mencoblos Paslon No. Urut 1; 

4.4 Bahwa perbuatan anggota KPPS tersebut mengakibatkan hasil 

perhitungan suara di TPS O 1 Kampung Oray, Pasangan Calon 

Nomor Urut 1 mendapatkan 153 suara sedangkan Pasangan 

Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan suara sama sekali 

(nihil); 

4.5 Bahwa pelanggaran pemilihan yang dilakukan anggota KPPS 

a.n. Tonce Oruw dan Rodek Oruw di TPS O 1 Kampung Oray,

Distrik Kaimana Kota pada hari Rabu tanggal 27 November 

2024, sebagaimana LP Bawaslu No. 

48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024; 

4.6 Bahwa Pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul:08.00 WIT, 

bertempat di TPS O 1 Kampung Afu-Afu, Distrik Arguni Atas, 

terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh anggota 

KPPS a.n Yanes Syakema dimana sebelum tahapan pemungutan 

suara dimulai ketua KPPS tidak memberikan penjelasan kepada 
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pemilih tentang tahapan dan tata cara pemungutan suara, tidak 

menghitung jumlah surat suara berdasarkan DPT ditambah 

surat suara cadangan, tidak menghitung jumlah pemilih yang 

terdaftar dalam DPT akan tetapi langsung dilakukan pemberian 

suara, dan mencoblos 4 surat suara dan hal tersebut telah 

dilaporkan sebagaiman sebagaimana LP Bawaslu No. 

55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024; 

5. Adanya ancaman kepada pemilih untuk memilih Pasangan

Calon Nomor Urut l;

5.1. Bahwa sekitar bulan November 2024, intimidasi terhadap 

Pemohon yang dilakukan oleh Ketua Dewan Adat Kabupaten 

Kaimana yang melarang Pemohon untuk melakukan 

kampanya di Kampung Adi Jaya dan Kampung Lobo; 

5.2. Bahwa selain itu masyarakat yang memilih Pemohon dilarang 

memasuki kampung di Kampung Adi Jaya, Distrik Buruway 

dan Kampung Lobo di Distrik Kaimana; 

5.3. Bahwa intimidasi terhadap peserta pemilihan umum kepala 

daerah, yang dilakukan oleh Paslon No. 01 atau pendukung 

dan tim kampanye melanggar ketentuan Pasal 69 huruf d 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. 

6. Pelanggaran di sejumlah TPS

6.1. Bahwa di TPS 4 Trikora, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada 

hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih a.n. Hardianti 

Litiloli ber-KTP el Kabupaten Fak-Fak, tidak terdaftar sebagai 

pendudukan Kabupaten Kaimana, tetapi menggunakan Hak 

pilihnya. Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut 

sebagaimana LP Bawaslu No. 58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 

tanggal 1 Desember 2024, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh 

Bawaslu Kaimana. 
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6.2. Bahwa di TPS 4 Trikora, Distrik Kaimana, pukul 10.00 WIT pada 

hari Rabu tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Gerson 

melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali. Pemohon telah 

melaporkan kejadian tersebut sebagaimana LP Bawaslu No. 

58/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan 

dinyatakan sendiri oleh yang bersangkutan dalam video, tetapi 

tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. 

6.3. Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, Pasangan Calon Nomor 

Urut 1 Hasan Achmad dan istri Ratna Gunawati mencoblos di 

TPS 15 Lettu Idrus dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 15 Lettu 

Idrus dan menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) (Bukti 

P-), berdasarkan DPT Online Hasan Achmad dan Istri terdaftar 

sebagai pemilih di TPS 043 Cimekar, Bumi Panyawangan, 

Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Pemohon telah melaporkan 

kejadian m1 tersebut sebagaimana LP Bawaslu No. 

51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 

6.4. Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kampung Afo

Afo, Distrik Arguni Atas terjadi pelanggaran pemilihan yang 

dilakukan oleh anggota KPPS atas nama Yanes Syakema yang 

mencoblos menggunakan surat kuasa yang diberikan oleh 

pemilih atas nama Leonardo Syakema dan Istri lbu 

L.E.Ubawarin. Pemohon telah melaporkan kejadian ini tersebut

sebagaimana LP Bawashl No. 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, 

Tanggal 30 November 2024. 

6.5. Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, TPS 01 Wosokono 

seluruh surat suara dicoblos oleh anggota KPPS TPS O 1 

Wosokono. Pemohon telah melaporl�an kejadian ini tersebut 

sebagaimana LP Bawaslu No. 59/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, 

Tanggal 29 November 2024. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten 

Kaimana menindaklanjuti Laporan tersebut dengan bersurat 

kepada Termohon dan selanjutnya berdasarkan surat Nomor 

3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 Termohon melaksanakan 

Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 6 Desember 2024 namun 
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sebelum Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan 

diadakan pertemuan antara beberapa Masyarakat dan dihadiri 

juga oleh Anggota KPPS atas nama Marten Makai yang pada 

intinya dalam pertemuan terse but menolak untuk 

dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dan berdasarkan 

pengakuan dari salah satu anggota Kepolisian yang bertugas di 

TPS O 1 Wosokono menyatakan bahwa tidak pernah ada 

Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Wosokono. 

6.6. Bahwa perolehan Suara berdasarkan C.Hasil. KWK TPS 01 

Omba Nariki, Distrik Teluk Etna sebanyak 93 Suara untuk 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebanyak 118 Suara untuk 

Pemohon, sementara berdasarkan di C. Hasil Salinan. KWK 

berubah menjadi 99 Suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 

1 dan terjadi penambahan 6 suara untuk Pasangan Calon 

Nomor Urut 1 dan tidak ada perubahan jumlah suara terhadap 

Pemohon. Pemohon mendapatkan fakta bahwa yang menulis 

C. Hasil Salinan. KWK TPS Omba Nariki, Distrik Teluk Etnaa

adalah staff sekretariat PPD Distrik Teluk Etna atas nama 

Lidya Corputi. Pemohon telah melaporkan kejadian ini tersebut 

sebagaimana LP Bawaslu No. 60/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, 

Tanggal 30 November 2024. 

6.7. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada 

saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, antara lain: 

• TPS 03 Trikora

• TPS 10 Trikora

• Tps 1 7 Kaimana Kota

• TPS 12 Krooy

• TPS 13 Krooy

• TPS 14 Krooy

• TPS 15 Krooy

• TPS 01 Kampung Coa
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Pemohon telah melaporkan kejadian ini tersebut sebagaimana LP 

Bawaslu No. 60/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024, Tanggal 30 

November 2024 

Bahwa pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan diatas Termohon telah 

melakukan pelanggaran-pelanggaran serius yang menunjukkan Termohon 

tidak professional, memihak dan membiarkan aparat tingkat bawah 

melakukan pelanggaran tanpa pengawasan, sehingga tidak dapat 

dipercaya untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kaimana. 

Demikian pula Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak menjalankan tugas dan 

kewajiban dengan baik, tidak netral dan tidak professional. Seluruh 

laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun 

diproses dan diterima oleh Bawaslu dan oleh karena itu Bawaslu Republik 

Indonesia melalui surat Surat Bawaslu RI Nomor 

1367 /KP.01.00/Kl/ 12/2024, Hal: Pengambilalihan Badan Pemeriksa 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 Desember 

2024 (Bukti P-20). 

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut 

mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh 

karena itu patut dan wajar Keputusan KPU Kaimana Nomor 3451 tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Kaimana Tahun 2024 dibatalkan dan Pasangan Calon Bupati Hasan Achmad 

dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi di diskualfikasi sebagai pasangan 

calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 

2024. 

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan 

dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan 

dengan amar se bagai beriku t: 
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